SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM)
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011-2015

Menimbang:

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI MAMUJU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011-
2015;

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undan Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala
Daerah terpilih wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lama 6
(enam) bulan setelah Kepalah Daerah dilantik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)Kabupaten Mamuju Utara Tahun2011- 2015.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
dan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-UndangNomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4422;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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14

15

16

17

18

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman [Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-
2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011- 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyangdimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.

(2) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam
Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945.

(3) Bupati ialah Bupati MamujuUtara.
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(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

(5) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang membidangi masalah Perhubungan di Kabupaten Mamuju Utara.

(6) Perangkat Daerah adalah Lembaga atau satuan Kerja yang membantu
kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(7) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

(8) Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.

(9) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

(10) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen
perencanaan daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

(11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2010
sampai dengan tahun 2014.

(12) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode S (lima) tahun.

(13) Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

(14) Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

(15) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka
menyusun perencanaan pembangunan daerah.

(16) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan  tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(17) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya  disingkat
dengan  SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
Kabupaten Mamuju Utara

(18) Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD
kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat, pengusaha/investor, pemerintahan desa/kelurahan serta
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat adat rentan.
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(19) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan
Perancanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Kepala
Bappeda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPUM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamuju
Utara Tahun 2010.
(2) RPUM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, program SKPD dan lintas SKPD, pewilayahan pusat
pertumbuhan, kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal
dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusunan
Rencana Strategis SKPD;

b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah;

c. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa

Pasal 3

SKPD dan Pemerintah Desa melaksanakan program dalam RPJM Daerah
yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJM Desa.

Pasal 4

SKPD dan Pemerintah Desa dapat melakukan konsultasi dan
koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dan
RPJM Desa.

Pasal 5

Bappeda  melakukan pemantauan terhadap  pelaksanaan RPJM
Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJM Desa

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuh
Peraturan Daerah ini
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011-2015, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku sejak ditetapkanya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di: Pasangkayu
pada tanggal : 18 Oktober 2011
BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di : Pasangkayu

pada tanggal :18 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAMUJU UTARA,

TTD

NUR ALAM TAHIR

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011
NOMOR 09 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD
MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001
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